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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2OLO

NOMORJ 4 TAHUN 2O1O
4i,[ r

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATUMN DAERAH NOA4OR 4 TAHUN 2OO8
TENTANG ORGANISAST DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN BUTON UTAM

DENGAN MH,'4AT TUHAN YANG }IAHA ESA

BUPATI BI.'TON UTARA,

lrtenimbang : a. bahwa datam rangka penyetenggaraan pemerintahan
yang efisien, efektif dan optimat, pertu
menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten
Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton

' Utara;
b. bahwa datam rangka pelaksanaan tugas-tr4as

pemerintahan di bidang Perindustrian dan
Perdagangan serta rnembina hubungan kerja dengan
Instansi Pernerintah, Swasta, Lembaga }iasyarakat
dan Le-rnbaga lainnya, sehingga perlu dibentuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mvrangani
masatah Perindustrian dan Perdagangan ;

c. bahwa datam rangka melakanakan kewenangan
desentratisasi, dekonsentrasi dibidang perkoperasian
dan Usaha lrtikro Kecit dan }lercngah (UMl0l,t), maka
pertu dibentuk Dinas Koperasi Miko, Kecit dan
f'fenengah;

d. bahwa datam penyebrrtan nama Satrnn Kerja
Penngkat Daerah tentar€ Dinas Kependrdd€n dan
Catatan Siplt sudah tidak sesuai tagi, setringga periu
ditinjau dan diserpLtrnakan ;

PEMTURAN DAEMH KABUPATEN BUTON UTAM
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e. bahwa datam pengelotaan penataan ruang,

kebersihan, pertamanan dan pemakaman dan
pemadam kebakaran betum dapat diketota secara
baik, sehingga dipertukan suatu Organisasi
Perangkatpaerah yang mengelola ;

f. bahwa berhubung dengan makud pada huruf d, b,
c, d dan e, pertu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

t. ltnlqnS_-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara tahui
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Neglra Nomor
3037);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19g1 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nornor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1995, tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Repubtik Indonesii
Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 3318);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun lgg7-, tentang
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 1992 Nonpr 23, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 31691;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik trdonesia
Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 34701;

6. Undang-Undang Nomor g Tahun 1g9Z tentang
Keimigrasian (lembaran Negara Reptrbtik lndonesii
Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nonror A74;

7. Undarg-Undarg |bnor 18 Tah.n 1999, tentarig Jasa
Kqstruksi (t€nrbaran Negara RepLt{ik lndonesia
Tahun 1999 i|orntr 5, Tambahan Lembaran Negara
Rerubtik Indonesla ltfipr 38331;
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8. Undang-undang Nomor Zg Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Berslh dan Bebas dad
l6rupsi, Kohsl dan Nepotisme (Lembaran Negara
Repubtlk Indonesla Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 3851) ;

9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok.Pokok Kepegawaian (Lembaran

fegqra Repubtlk Indonesla Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republ,ik Indonesfa
Nomor 3890) ;

10. Urdang-Undang Nomor 7 Tahun ZOA4, tentang
Pengelotaan Sumber Daya Alr (Lembaran Negari
Republlk lndonesla Nornor 32, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesfa Nomor a3TIl;

ll,Undang-urdang Nornor l0 Tahun 2ffi4 tentang
Pembentukan Peratunn Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubtlk Indonesfa Tahun 20O4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389);

f2. Undang-Undang Nomor 25 tahun ZW{ tentang
Slsitem Perencanaan Pembangunan Naslonal
(Lcmbaran Negara Repubtlk lndonesia Tahr.nr 2004
Nornor 1(X, Tambahan Lembaran Negara Repbtik
fndonesfa Nornor 44211;

13. Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara RepubUk
fndonesla Tahun 2004 Nomor lZS, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44371 sebagalmana tetah
dl$ah dua l€tl terakhfr dengan Undang.undang
Nomor 12 Tahtn 200E tetrng Penbahan Kedua Atas
Undang-mdang Nornor 32 Tahur 2Co1 tentang
Pamerlntrhan Daenh (tcmbann ilegan Reptbflk
fndmeda Tahrn 2006 Nonror 5'g, Tanrbahan
f.cmbaran Nqara lldnor &11;
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14. Undang-undang Nomor 33 Tahun ZOO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusal
dan Daerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia
Tahun 200..l Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3348) ;

15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20O4 tentang Jatan
(Lembaran Negara Repubilk Indonesla tanun ZOOI
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
fndonesla Nomor 4444) t

16. Undang.Undang Nomor ZB Tahun ZWZ, tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara RepubtiI
Indonesla Tahun ZA0Z Nomor ti4, Tambahan
Lembaran Negara Repubtfk fndonesia Nomor 42471;

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Repubtfk Indonesla (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 63, tambahan Lembaran

Tahun 2006 tentang
(Lembaran Negara

Negara Nomor a$4;
18. Undang-Undang Nomor 23

Admlnlstrasl Kependudukan
Republlk Indonesla Tahun
Tambahan Lembaran Negara
Nornor.4674l;

19. Undang-undang Nomor 14 Tahun ZOOT
Pembentt*an lhbupaten Buton Utara di

2006 Nomor 124,
r Repubtfk lndonesfa

tentang
Prorlnsf

Republlk
Tambahan

Sutawesl Tenggara (Lembaran Negara
fndonesfa Tahun 2007 Nornor 16,
lembaran Negan Nomor $fi,;

20. Undang-und_ang Nornor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara RepubUi
Indonesfa Tahun 2Cf7 Nornor 68, Tambahan
Lembann Negara Republfk lndonesla Nornor 1T2Sl;

21. Undang-Undarg Repubtfk lndonesla Nomor Zg
Tahun 2009 tentarg Perubahan Atas tndarn-mdang
Nomor 15 Tahrn 1997 tentang Ketnnsrnfgnslan
(tembann Negar:a Refldfk lndmesla Tafnm- ZOOg

Itopor 131, Tambahan l€nbaran itegara Refl.tUk
Indonesla Nonror 50501;
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23.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordlnasl Xegiatan initinsi Vertlkat di Daerah

(Lembaran Negara"Rep'Utii Indonesla Tahun 
- 
1988

it;;;t- id,' ilmuattai Lembaran Negara Nomor

3373);

Peraturan Pemerlntah Nomor 29 Tahun 2000'

l;;;ilP.nyetenggaraan Jasa Konstruksl (Lembaran

i6ff iipiutm liaon"trt rahun 2000 Nomor &4'

Tambahan uemuaian' HJgtt" Repubtik Indonesia

Nonror 3956);

24. Peraturan Pemerlntah Nmror - 
30 Tahun 2000'

Entang P"n1B;"d;;"*. Pen6lnaan lrtasyarakat

Jasa Kontrd<sr iGti6iran Negara Repubtlk ltq?l::i1
Tahun zffi No[oi Oi, ftt-l-tttan lcmbaran Negara

i"-p.,Ufr krdonesla Nornor 3957);

25. Peraturan Pemerlntah Nomor 9 T-ahun 2@3 tentang

Wewenang p"iigtteilitl, Pernlndahan dan

Pembertrentian 
-iffial^ 

Negeri Sloit (Lembaran

Negan nepuOUf'tfrresta Tihun ZOOI Xomor 15'

i;b.t*"'tttott- NeSara Nsrror 42631 ;

25. Peraturan Pemerintah Nonpr 36 Tafun 2005 tentarB

Barrgtnan cJilllfmP:n" Ne-s?n-R"fSI
lndonesla rtri'i'- zms xogor 7V,' Tambahan

Lembaran x"giiidtubt|k lrdonesla Nomor 4247 l 
"

27. Peraturan Pemerlntah Nomo-r 38 Tahun 2007 tentang

Pembaglan 
'-U"-n Pernerlntahan Antara

Pernerintah, p!#tfnt"tt Daerah Pro'tlrlsl' dan

Penrerlnunan'oieiatr Kabrpaten/Kota (lembaran

Nesan nepuuul-in<|or'Ji iln- 2007 Nonror 82'

Tarnbahan tt"b"tt" Negara ilornor a73Tl;
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Repubtlk Indonesla Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Repubtlk Indonesla

Nornor 47111;

29. Peraturan Presiden Nornor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipit ;

30. Peraturan Menterl Datam Negerl Nomor 28 tahun
2005 tentang Penyetenggaraan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Slplt Dl Daerah;

31. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis

dan Peroduk Hukum Daerah;

32. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

33. Keputusan Preslden Nomor 88 Tahun 2@5 tentang
Pehgetotaan Informasl/Admlnlstrasl Kependudukan ;

34. Peraturan Mented Datam Negeri Nomor 28

Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyetenggaraan

Perdaftaran Penduduk dan Pencatatan Slplt dl

Daerah;

35. Peraturan ltenterl Datam Negerl Nornor 354 Tahun

2005 tentang Perubahan atas Keputusan Mented

Datam Negerl Nonror 94 Tahun 2003 tentang

Spesifllosl Fengadan dan Pengendatlan Btanko Kartu

Keluarga, tGrtu Tanda Pendtrduk, Buku ReSlstrasl

AKa dan KutlPan Akta Catatan SlPlt ;

36. Peraturan Daerah Nonror 2 Tahm 2008 tentang
Unrsan Pemerlntahan yar4 menJadl K*enangan
Pernerlntahan Daerah Kah-paten Buton tltara
(lgnbaran Daerah X&Jpaten &rton tltara Tahm
2008 ilotnor 2);
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37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organlsasi dan Tata KerJa Sekretarlat Daerah dan
Sekretarlat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008
Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organlsasl dan Tata kerJa Inspektorat, BAPPEDA dan
Lembaga teknls Daerah Kabupaten Buton Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun
2008 Nomor 5) sebagalmana telah dlubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2
Tahun 20O9 tentang tentang Organlsasl dan Tata
KerJa Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknfs
Daerah fGbupaten Buton Utara;

39. Peratunn Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Organisasf dan Tata KerJa Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Buton Utara.

, De{lgln PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAKIIAH RAIffAT DAERAH IGBUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPAN BUTON T'TARA

UTUS}(AN:

-llenetapkan: PERUBATIAN ATAS PERATUMN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2OOE TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KER'A DINAS DAERAH IGBUPATEN BUTON UTARA

Pasal I

Eebenpa ketentrnn datam Peraturan Daerah Nfipr 4 Tahun 2008
termng Organlsasl dan Tata Iarja Dirns Daerah l6h.pat€n Buton
Utan dl6ah rebagal berlkut :
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dlbacaKetentuan BAB lll Pasal 6 ayat (1) dlubah dan harus

sehlngga berbunyl sebagal berlkut :

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Baglan Pertama

Dlnas Daerah

Pasal 6

(1)Dlnas Daerah Terdiri dari :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

'9.

h.

t.

,.
k.

t.

m.

Dlnas Pendldlkan ;

Dlnas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Parlwlsata ;

Dlnas Keeehatan ;

Dlnas Soslal, Tenaga KerJa dan Transmlgrasl ;

Dlnas Perhubungan, Komunlkasl dan Informatlka ;

Dlnas PekerJaan Umum dan Tata Ruang ;

Dlnas Keberslhan, Pertamanan dan Pemaloman dan

Pemadam Kebakaran;

Dlnas Perlndustrlan dan, Perdagangan ;

Dlnas FoPerasl Usaha rtllko Kecll dan A{enengah ;

Dlnas PendaPatan;

Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll;

Dlnas Pertanlan, Peternakan dan Perkebunan;

Dlnas Kehutanan;

n. Dlnas lGhutm dan Perlkanan ;

o. Dlnas Perumbangan dan Energl.

(2)t)lnas-Onas sebagalmana dlrnalsud -Pada ?.1'at 
(l) datam

nptatsanakan 
--u4atttya benda dlbawah dan

awab t"p.Oi Bpad metatul Sekretarls Daerah'
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Ketentuan BAB lll Baglan Keenam Pasat 17 dan Pasal 18 dtubah

ain-aftimlahkan Baglan Keenam baru dan Pasal 17A,20,21'
il it-ffir, sehlrigga secara keseluruhan berbunl sebagal

berlkut :

Baglan Keenam

Dlnas PekerJaan Umqm dan Tata Ruang

Pasal 17A

Dinas PekerJaan Umum dan Tata Ruang.adatah pe.rangkat daerah

,nrrr petalsana otonomi daerah ditam rangka mendukung

petakahaan tugas pemerintah dl bldang pekerlaan umum dan

berumahan dan Penataan Ruang.

Pasal t7

Dfnas PekerJaan Umum dan Tata Ruang mempunyaf tugas

,JrO.nt, 
- Bupatl datam metaksanakan kenenangan

lesentiaUsasi, ditonsentrasi dan tugas Pembantuan di bidang

PekerJaan Umum dan Penataan Ruang'

Pasat 18

Daiam melaksanakan tugas sebagalmana dlmakud datam Pasat 18

;6i;, Dinas pekerJaan-Umrm dln Tata Rtnng mempunyal fungsl:

a. Perumuan kebuaton Teknls dibldang PekerJaan Umum dan

Penataan R,rang;

b. Perumusan kebuakan teknls Perencanaan dan keblJakan teknls

pembangunan serta pemblnaan dl bldang PekerJaan Umum

ian Perumahan dan Penataan Ruang ;

c. koordlnasl program' suryey' P€rerranaan, penge.ldatlan dan

pengi*.t",i [egraian dr 6toang Pekerjaan umum dan

benrnatnn dan Penataan Rung ;

d. Pemberian Perlzlnan datam rangka petaksanaan Petayanan

Umtrn; 
.

e. Per4etotaan bamrg mlUk / kekayaan daentt nrf rpnJadl

tanggtng Jawabnn ;
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t, petakanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan
peratatan dan PertengkaPan ;

g, petakanaan pemantauan, evatuasl dan petaporan.

Baglan Keenam Baru

Dlnas Keberslhan, Pertamaiian dan Pemakaman dan Pemadam
Kdbakaran

'Pasal 20 baru'

Dlnas Keberslhan, Pertamanan dan Pemakaman dan Pemadam

Kebakaran adalah merupakan unsur pelaksana Pemerlntah
dlbldang kebenlhan, pertamanan, pemakaman dan pemadam

kebakaran.

'Pasal 21 baru'

Dinas Keberslhan, Pertamanan dan Pemakaman dan Pemadam

Kebakaran mempunyal tugas metaksanakan kewenangan otonomi

daerah datam ringka petaksanaan tugas desentrallsasidl bldang

Keberslhan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.

'Pasal 22 baru'

Dalam menyelnggarakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam
pasal 2i baiu Dlnls, lGberslhan, Pertamanan dan Pemakaman

dan Pemadam lGbakaran memPunyal fungsl :

Perumusan keblJakan Teknls dlbldang Keberslhan,

Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran ;

Pemberlan Perlzlnan dan Petakanaan petayanan umum;

Pemblnaan terhadap UPTD dan ketomPoft Jabatan fungslonat;

Pengetotaan barang mitlk / kekayaan daerah yarg menJadl

tanggung Jawabnya;

Pergelotaan ketatausahaan Dlnas;

Pengawasrn atas pclalsanaan ufas;

Penyampalan taporan haslt erratgasl, saran, dan pertlmbangan

dlbldan8 hrgas dan frngslnYa;

a.

b.

c.

d.

e.

t.

a.
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Pengelotaan Barang mitik / kekayaan daerah yang menjaditanggung Jawabnya;

c. Pemberian perizrnan dan petakanaan petayanan umum...'.,

3. KetentuaritBAB ill Bagan KgtuJuh pasal 1g dan pasat 20 dlubahdan dftambahkan B..gf.t xetirjun uii, a* 'p.lJ ls', 2oA,
?14, zZA, 23A,. dan Z4A, 

- 
sehrnfg;*;;leseturuhan

berbunyf sebagaf berlkut :

Baglan KetuJuh

Dlnas perlndustrlan dan perdagangan

Pasat i9A
Dinas Perfndtstrran. dan perdagangan adalah unsur per,akanaotonomf daerah dltam.. pngka-mingurG- p.LGn..n tugasPemertntah Ka bupaten di bidira pennaus t ri;, iili,;;;a gan gan ;

' pasat 19
Dinas Perlrdustrran dan perdagangan mempunyar tugas membantu
9qputt datam meraksanatori riwenangan desentrausasf dandekomentrasi dl bfdang perlndr.rstrlan ain-perO;;;;;;;.'

Pasal 20

!3tam-mgny.elenggarakan tugas tenebut daram pasar i9, df atasDfnas Perlrdustrtin dan perdig.ng.;m"mpunyal fungsl :
a. penyusunan kebflakan teknfs dlbldang perfndustrlan danPerdagangan;

b. pe.mberlan .ryflfn .dan petatsanaan pelayanan umundlbldang perlndustrlan dan lerdagangan;
c. pemblnaan telors dlbrdary perlnd.,strlan dan perdagangan;

d. pe|alsrrraan rusan kesekretarfatln Dlnas.
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Pasal 20A

metakanakan fungsl sebagaimana dimakud datam
pasat 20, Dinas Perindustrlan dan perdagangan mempuriyal
kewenangan sebagal berlkut :

. 

-- c'
d.
e.

r. penybdlaan dukungan pengembangan Industrl dan
Perdggangan;

b. penybdlaan dukungan kerJasama datam bldang Indtntrl dan
Perdagangan;
pengetotaan Laboratorlum Kemetrologlan;
pengetotaan penguJlan dan sertlfikasl mutu barang;
pelencqpa.n dan pengendailan pembangunan regonal secara
makro dibidang Perlndr.rstrlan dan perdagangan;

petatlhan Perlndustrlan dan perdagangan;

pengatokasian sumber daya potenslal;
promosl Perlndustrlan dan perdagangan;

perencanaan kawasan lndustrl dan perdagangan.

Baglan KetuJuh Baru

, Dlnas Koperasf Usaha Mlko Keclldan lilenengah

f.
g.

h.

t.

'Pasal 21.
(1) Dfnas Koperasl usaha trrlko Kecit dan Alenengah adatah

Tgppafon unsur petaksana ttrgas pemerlntah Kabupaten
dlbldang Koperasl Usaha Atfko Xecil dan lrienengah;

(2) Dlnas Kopgr.rl Usaha A{lko Keclt dan Ltenengah dlpimpln oteh
seorang Kepata Dlnas, yang diangkat dan dlberhehdhn oleh
Bupatl;

(3) Kepata dlnas beftanggung Jawab kepada gupatl metatui
Sekretarls Daerah.

oPasal 22r
Unq Koge1ad Uftta r$tkro lcctt dm Atenensah menpuqpt tr4ts
lITFnly {p.F.a.Ur , mehEanakan'tetrenarCan
gFelttnttsasf, deforuentrasl dlbldang perkopenslan dan usafu
ilfho lGclt dan A{enengah (Ut ffi}.
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'Pasal 23*

untuk metakanakan tugas sebagalmana tersebut datam pasal
22A, Dinas Koperasi usaha Mikro Keclt dan Menengah mempunyal
fungsl :

a. penyusunan keblJakan teknis dibidang Koperasl usaha Mikro
Kecft dan A{enengah ;

b. pembedan perrzfnan dan pelakanaan petayanan umum
dibldang Koperasf Usaha Mfko Kecit dan l,ienengih ;

c. pemblnaan teknfs dlbldang Koperasl usaha Miko Keclt dan
l'lenengah;

d. pembinaan pengelotaan Unlt petaksana Teknfs Dlnas ;
e. pelakanaan un6an kemftraan;

f . petakanaan unsan keseketarlatan.

'Pasal 2,4Ar

untuk metakanakan fungsl sebagafmana dimakud dalam pasal
23A, Dlnas Koperasf usaha filko Kecft dan Menengah mempunyaf
kervenangan sebagaf berlkut :
a. penyediaan dukungan pergembangan Koperasl usaha frtiko

Keclt dan lrtenengah;

b. perencanaan dan pengendatian dibfdarq Kopensl t saha Mlkro
Keclt dan }ienengah;

c. pengembangan swnberdaya manusla pengetota Kopensl uHha
Mfkro Xeclt dan trlenergah;

d. pergatokasfan rymberdqya manwra potensral dfbrdang
Koperasi UHha Atfko Keclt dan Menengali;

e. penetltlan dan pengembangan slstem usaha dlbldang Koperasl
Usaha l,tlkro Kecft dan Ltenengah ;

t. petaftsanaan kemltriaaan dan prunod hasft t saha Koperasl
tJsaha illkro fcclt dan A{ener[atr.
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, Ketentuan BAB lll Baglan Ketujuh Pasal 21 dan Pasal 22 dlubah
dan harus dlbaca, sehlngga secara keseluruhan berbunyl
sebagal berlkut:

Baglan Kedelapan

Dlnas Pendapatan

Pasal 21

Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Bupatl datam
metakanakan kewenangan desentratlsasl dan tugas dekonsentrasi
df bldang Pendapatan Daerah.

Pasal 22

Datam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam
Pasat 21, Dfnas Pendapatan mempunyal fungsf :

a. Penyusunan dan p€rumusan kebijakan teknls di bidang
Pendapatan Daerah;

b. Slnkronlsasl petakanaan kebfJakan dlbldang Pendapatan
Daerah;

c. Nrlmemberikan perlzlnan dan petaksanaan peiayanan umum ;

d. Pembinaan teknls dl bldang Perdapatan Daerah;

e. Pemblnaan Unlt Petaksanaan Teknls Dlnas ;

f, l'{elakanakan unrsan tata usaha dlnas.

Ketentuan BAB lll Baglan lGsembllan Pasal 23 dan 24 dlubah
dan dltambahkan Pasal 23A, sehlngga berbunyl sebagal berlkut:

Bagian Kesembllan

Dlnas Kependudukan dan Pencrbtan Slpll

Pasal 23A

Dlnu lGpendudttran dan Pencatatan Slprfl adalah menpakan
unsur petalsanan Pernc.rlntah Daerah dlbildang kependrrd*an drn
pencatatan slplt.
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e. Bidang Perencanaan;

t. Unit Pe[aksana Teknis Dinas;

g. Ketompok Jabatan Fungsionat.

(2) Sekretariat Dinas membawahi :

a. Sub Baglan Perencanaan;

b. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagan Keuangan.

(3) Bidang Pendidlkan Dasar membawahi :

a. Seki Kurikutim pendldlkan prasekotah dan sekotah Dasar;

b. Selsl Taman Kanak.Kanak dan Sekotah Dasar.

c. Se|al Sekotah A{enengah pertama.

(4) Bidang Pendidfkan Ltenengah membawahl :

a. Sekl Kurlkutum Sr|lU dan Sr\{K;

b., Seki Sekotah *lenengah Umum;

c. Sekl Sekotah Irlenengah KeJuruan.

(5) Bidang Pendidlkan Non Format membawahl :
a. Selsl Pendidfkan Lmr Sekotah ;

b. Selsl Kejar UHha ;

c. Seksi Sekotah Luar Biasa (SLg).

(6) Bldang Perencanaan membawahl :

a. Se|sl Perencanaan Teknis ;

b. Seksl furvef dan perdataan;

c. Sefsl r,{onltorfng, Evatuasf dan petaporan.

o) strdaur organlsasl Dlnas pendldlkan sebagalrnana
tercanttrn datam tanplnn I peraturan Daenh Inl.
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Ketentuan BAB lV Baglan Keenam Pasal 39 dlubah dan

dltambahkan Baglan Keenam baru dan Pasal 40 baru, sehlngga:- s ara keseluruhan berbunyl sebagal berlkut:

Baglan Keenam

Dlnas PekerJaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 39

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdirl dari :

Kepata Dlnas;

Sekretarls Dlnas;

Bldang Blna Program dan Evaluasi;

Bldang Clpta Karya;

Bldang Blnamarga;

Bldang Jasa Konstruki ;

g. Bidang Tata RuanS ;

. h. Bfdang Sumber DaYa Alr ;

l. Unlt Petaksana Teknls Dlnas ;

,. Ketompok Jabatan Furyslonat'

(2) Sekrebrlat Dlnas mernbawahl :

a. Sub Baglan Perencanaan;

b. Sub Ba$an Unnrm dan Kepegawalan;

c. Sub Baglan Keuangan.

(3) Bidang Bfna Prqram dan Evatuasi membawahi :

a. Seksl SurveY dan Perdataan;

b. Selcsl Atonltorlng dan Etattnsl.

(4) Bldarf ClpU KaOa nrembawahl :

a. Selsl EarBunan Gedmg dan Ult8fqrym;

b. Sefcsl Perurnahan, Pemddman Sardta5 dan Alr Berslh.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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(5) Bidang Blna Marga membawahi :

a. Selsl Peratatan dan Perbekatan;

b. Sek| Pembangunan, Pemetiharaan Jalan, Jembatan dan

Deuker.

(6) Bldang Jasa Konstrukl membawahl :

a. Seksl Pemberdayaan Jasa Konstrukl ;

b.Sels|PengaturandanPer4awasanJasaKonstruks|.

(7) Bldang Tata Ruang membawahl :

a. Seki Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang ;

b. Seksl Perencanaan Tata Ruang'

(E) Bldang Sumber Daya Air membawahl :

a.SekslPembangunanPengairan,Rawa,sungaldanPantai;

b. Sekl Pemetlharaan sarana dan Prasarana sumber Daya Alr.

(9) Bagan Struktur Organlsasl Dinas 
. 
PekerJaan .Umum dan Tata

'-'FJ]'1g sebagalmani tercantum datam Lamplran ll Peraturan

Daerah Inl.

Baglan Keenam Baru

Dlnas Keberslhan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam

Kebakaran
rPasrl ,{O baru'

(l}Dlnas Keberslhan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam

Kebakaran terdlrl darl :

a. Kepata Dlnas ;

b. Sekretarls;
G. Bldang Keberslhan ;

d. Bldary Pertanranan dan Pemakaman ;

e. BldalB Pemadam K$ahran;
f. Unlt Petaksana Telg|ls Dltru ;

8. tctofitPok Jabat n Furyslonat.
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(2) Sekretaris terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian fieuangan.

(3) Bidang Kebersihan terdirl atas :

a. Seksl Operasional Kebersihan;

b. Seksl Peratatan Kebersihan.

(4) Bldang Pertamanan dan Pemakaman terdlri atas :

a. Seksl Pertamanan;

b. Sel<sl Pemakaman.

(5) Bldang Pemadam Kebakaran terdirl atas :

a. Selsl Openslonal Pemadam Kebakaran.
b. Sekl Pertengkapan Pemeadam Kebakaran.

(6) Bagan Struktur Organisasf Dinas Kebersfhan, Pertamanan dan
Pemakaman dan Pemadam Kebakaran sebagafmana tercantum
datam Lamplran lll Peraturan Daerah Inf .

Ketentuan BAB lV Bagfan KetuJuh Pasal 40 dlubah dan
dltambahkan Baglan KetuJuh baru dan Pasal 40 baru, sehlngga
taolra keseluruhan berbunyl sebagal berlkut:

Baglan KetuJuh

Dlnas Perlndustrlan dan Perdagangan

Pasat 40

(1) Scunan Organlsasi Dlnas Perindustrian dan Perdagangan
terdirl atas :

a. lGpata Dinas ;
b. Sekretarlat;
c. Eldarq Industri lGclt;
d. Bldarg Indctrl A{enengah Besar;
c. Bldarry Perdagargan;
f. Lffit Pe{alsrna Telsfi Dlnas;
g. Xaompof Jabatan Fur4slonal.
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(2) Sekretarlat terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Petaporan ;

b. Sub Baglan Kepegawaian dan Umum ;

c. Sub Baglan Keuangan dan Pertengkapan.

(3) Bldang Industd Kecll terdirl atas :

a. Sekl Industrl Pangan dan Sandang ;

b. Sekl Industrl KeraJlnan dan Bahan Bangunan;

(4) Bldang Industrl I'lenengah dan Besar terdld atas :

a. Se|sl Industri Agro Kimia, Atat Transportasl dan
Tetematlka;

b. Sekl Industri Logam, Mesin, Tektit dan Areka.

(5) Bfdang Perdagangan terdlrl atas :

a. Se|si Pengembangan Pasar, Ekpor/lmpor, Promosl dan
KerJasama;

b. Seksl Bfna Usaha Dagang dan Pendaftaran, Perlindungan
Konsumen.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dlnas Perlndutrlan dan
Perdagangan sebagalmana tercantum dalam Lamplran lV
Peraturan Daerah fnf.

Baglan KetuJuh Baru

Dlnas l(operasl Usaha Atfkro F.ecll dan i{enengah
rPasal 40 baru'

(1) Susunan Organlsasl Dinas Koperasl Usaha Mlko Keclt dan
lrtenengah terdlrl atas:

a. Kepata Dlnas ;
b. Seketarlat;
c. Bldang Koperasl;

d. Eldang lJsatta ffifso lGclt dan l,lenengah ;

e. Bldang FaslUtasl Pemblayaan dan Slmpan Plnjam ;
I. Unlt Petalsana Telels Dlnas;

g. Ketompok Jabatan Fungslmat.
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(2) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Kepegawaian ;

b. Sub Baglan Program dan Keuangan ;

c. 5ub Bagian Umum dan Pertengkapan.

(3) Bidang KoPerasl terdld atas :

a. Sekl Ketembagaan, Ketatatalsanaan, Pengembangan
Koperasi dan Advokasl

b. Seki Pemasaran dan Jaringan Pengembangan Sistem
Usaha Koperasl

(4) Bldang Usaha Mlkro Keclt dan Menengah terdiri atas :

a. Seksl Pengembangan Kemitraan dan Jaringan
Kewlrausahaan;

b. Seksl Pengembangan Informasf, Data, Pubtlkasl Usaha dan
Pemasaran.

(5) Bldang Fasltitasi Pembfayaan dan Slmpan PinJam terdld atas :

a. Seksl Pemblayaan Koperasf Usaha ltlko Kecit l'lenengah
dan Usaha Slmpan PfnJam ;

b. Seki Pengendallan Pemblayaan dan Penltalan Kesehatan
Slmpan PinJam.

(6) Bagan Struktur Organlsasl Dlnas Koperasl tlsaha Mlkro Kecll
dan A{enengah sebagalmana tercantum dalam Lamplran V
Penttran Da€rah Inl.



15

Pasal 23

; Din.l Kependudukan dan pencatatan srpit mempunyar tugas
metakanakan urusan pemerlntahan aaeiatr ueiJlsarran asas, otonomf dan tugas pembantuan ;

pasal 24
untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmak.d datam
Pasal 23, Dlnas Kependudukan dan Fencatatansijit m"rpunyal
fungsl :

Percatatan slpfl, pengelotaan In-formasr xepeha,rortan,
.P-erkeqb4gan Kependudulon dan proyetsl dan ber"*.n.an
Kependd*an;

b' fgnyetenggaraan^ w.6an pernerrntahan dan perayanan unum
Sb|Q$ pendaftaran penduduk, pencjtitan Siptt,
Pengelc{aan trrformasf rGpendudukan, rerkemoanian
kependudukan, dan proyeH peiencanaan Kependudukan ;c. Fetafsanaan 

- Tugas dfudang pendaftaran penduduk,
Permtatan siplt, pengetotaai Informasl Kependudukanj

Perkembangan Kependudr*aq dan proyeksl dan berencanaan
Xependdukan;

d. P.emantamn, Eratrnsf dan petapor;an penyelenggaraan unrsandiHdang Fendaftaran hnauOuf, ?CrkemOangan
lGpmdrdd<an, dan prryefsf dan perencairaan kependudut<in.

6. Ketenturn 8AB fV Brglan pertarna pasal 31
- dltarrbahkan ayat {6)-baru, setrlrqga ,.c.r.
_- berbunyt rclagit bertiire

Bagfan Pertrma

:: 
Dlnas pendldkan

Pasal 34

dlubah dan
keseluruhan

(1) Dlnu Pendtdlkm terdlrl darl :
l. Sefcretarlat Dfnas;
b. _8fd.r[ 

pendfdlkan Dasar;
:. 8f&ry pendldtkan fiteneniah ;d. BldarE pendldikan Non Fonnai ;
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Ketentuan BAB lV Baglan Kedelapan dlubah dan harus dlbaca,
sehlngga secara keseluruhan berbunyl sebagal berlkut :

Baglan Kedelapan

Dlnas Pendapatan

Pasal 41

(1) Dlnas Pendapatan terdlri dari :

a.

b.

Kepata Dinas ;

Seketaris Dlnas;

Bldang Program ;

Bldang Pajak dan Retrlbusl ;

c.

d.

e. Bldang PeMapatan Lain-Lain ;

(. Bldang Verlfikasl dan Pengawasan

g. Unlt Petakana Teknls Dinas ;

h. Ketompok Jabatan Fungslonal.

(2) Seketariat Dlnas membawahi :

Sub Ba$an Perencanaan;

Stb Bagfan Unu,rn dan F.epegawaian;

Sub Bagfan l(eurqan.

a.

b.

c.
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(3) Bfdang program membawahi :

a. Seki penyusunan program;

b. Sekl Informasf Hukum dan perundang-Undangan;

c. Sekf pengkaJlan penlngkatan pendapatan

(4) Efdang paJak Dan Retrfbusf membawahi :

a. Seki pendahan dan penetapan;

b. Seksi penaglhan 
, Evaluasl dan pelaporan;

c. Sekl pertimbangan, 
Keberahn dan pengendatian.

(5) Bidang pendapatan 
Latn-Laln membawahl :

a. Seki peMataan, pembukuan 
dan pelaporan 

;
b. SekslSumbangan dan perfrlnan 

;

c. Sekf penerlmaan.

(6) Bfdang Verffflqsf dan pengawasan membawahf :
a. Seksf Eratuasf dan Verlflkasl ;

b. Sekf pengawasan 
Keuangan, ilaterlat dan penonll 

;c' 
trH. 

pembrnaan Teknfs Admrnfstrasr dan pemutahfran

o) Bagan 
'.'r*tur- 

organtsasr Drnas r:o{.p.t"n sebagafmanatercantr.rn dalam t"ffii-ran'Vr-pfiu*n Daenh Inf. l
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iin r"tentuan BAB lV Baglan Kesembllan dlubah dan harus dibaca,
-r:::--. '^--- -^-^-- L^.^l.te'tLra lrarhrtnvl cahearl harlkllt :+:- sehilgga secara keseluruhan berbunyl sebagal berfkut :

-_-r. 
!r^___Ltt__

Baglan Kesembllan

Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll

Pasal 42

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slplt terdlrl atas :

Kepata Dinas;

Sekretarlat ;

Bldang Pendaftaran Penduduk ;

Bldang Pencatatan SlPlt ;

Bidang Pengetotaan lnformasi Adminlstrasl Kependudukan ;

Bldang Pendayagunaan Data dan Informasl ;

S. ,Ketompot< 
Jabatan Fungsional.

(2) Seketarlat terdlrl atas :

Sub Baglan Perencanaan;

Sub Baglan Umum dan LePegawalan ;

i

a.

b.

c. fub Ba$an Keuangan.

(3) Bldang Pendaftaran Penduduk terdiri atas :

a. Seksl Pendaftaran Penduduk;

b. Seksl Plndah Datang Penduduk;

c. Setsl Pengawasan dan Penyldlkan Dokrrnen PendafUnn
Pendudtdc

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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(4) Bidang Pencatatan sipit terdiri atas :

a. Seksl Perkawinan dan Perceralan ;

b. Sel<sl Ketahlran dan Kematlan ;

c. Seki Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan
SlPlt.

(5)Bidang Pengetotaan lnformasi Adminlstrasi kependudukan

terdirl atas :

a. Selsi Pengetotaan dan penyajian Data ;

b. Seksi Tekno{ogi Infonnasl ;

c. Seksi Jaringan dan Kornmlkasl Data.
t.: t- '' ) ' I'
i

(6) Bfdanf--Fengelotaan' Infornrasi Administrasi
terdirl atas :

. .. Seksi Perkembangan Penduduk;

b. Seksi Perencanaan Kependudd<an ;

c. Se|csi Koiltunikasl Inforrnasi dan Edukasi.

kependudukan

O) Bagan Strdctur Organlsasl Dlnas Kependudukan dan' ' 
Pencatatan Slpll sebagairnana tercantum datam Lamplran Vll
Peraturan Daemh fnl.

Pasal 60A

Pada saat Peratunn Daerah Inf mutal bertaku, maka :

l. Penturan Daerah Nomor.{ Tahur 2008 tenUng Organlsasl dan
Tata KerJa Dlnas Da€nh lGhpten Butorl tltan sepanJang

tfdak bertenttngan denggn pg6[ran Daerah Inl dlnyaUkan
tdtp bertaku ;
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.PeraturanBupatiButonUtaraNomor19Tahun2010tentang- pe m be n t u ra n o r g ini sasi d a n 

-ra11 ItJi: y:ti i: :51i1 l*t:
i' plii!'i"t. 51,t1nt dan- Prasarana Perkotaan pada

-r Dil;; F"r.rjr1n .u*yr T:|,up.t"n 
Buton utara dlnvatakan

- iii'i6"t J.n iia.r bertaku tagl'

Pasal ll

Daerahln|mutalbertakupadatanggaIdiundangkan.

memerintahkan
penempatannya

Dltetapkandl B u r a n g a

Pada tanggat 18 Norember 2010

BUPATI BUTON UTARA,

CaP/Ttd

H. ITUH. RIDWAN ZAITARIAH

dlBu r a n g a

t ,igg.t 20 Norember 2010

SEKRETARS DAERA}I,

CaP/TTd

LA DJIRU.Sq?. tl.s!...
Per;frffim4l*uda, lV/c

xii. t956t231 1eE2o3 1 023

DAER^I{|qDuP^TENBuToNUTAR^TA}|t,x20|0xo|toR12

i;ts;;t; oaeian KabuPaten Buton Utara'
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